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BAB I. PENDAHULUAN

Keselarasan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Misi RPJMD
Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan pembangunan global periode 2016-2030 sebagai tranformasi Tujuan Pembangunan Milenium/Millenium Development Goals (MDGs) untuk menjangkau masyarakay yang sangat rentan. SDGs meneruskan prioritas-prioritas pembangunan MDGs yang meliputi : penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih leuas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga manjanjikan  masyarakat  lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (Means of Implementation). Indonesia telah berhasil mencapai sebagian besar target  MDGs Indonesia yaitu 49 dari 67 indikator.

SDGs terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. 17 tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanpa Kemiskinan;

Tanpa Kelaparan;

Kehidupan Sehat dan Sejahtera;

Pendidikan Berkualitas;

Kesetaraan Gender;

Air Bersih dan Sanitasi Layak;

Energi Bersih dan Terjangkau;

Pekerjaan Layak dan PErtumbuhan Ekonomi;

Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

Berkurangnya Kesenjangan;

Kota dan Permukiman Yang Berkelanjutan;

Konsumsi dan Produksi Yang Bertanggung Jawab;

Penanganan Perubahan Iklim;

Ekosistem Lautan;

Ekosistem Daratan;

Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Yang Tangguh;  

Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan.

Dalam penyusunan agenda pembangunan berkelanjutan ditingkat global, Pemerintah Indonesia terlibat secara langsung dan senantiasa mengupayakan masuknya kepentingan-kepentingan nasional yang strategis ke dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Agenda pembangunan nasional yang selaras dengan pembangunan global ini merupakan kontribusi yang positif dari Indonesia sebagai bagian penting dala proses penyusunan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Visi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025 adalah “Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan yang Berkelanjutan”. Visi jangka panjang tersebut diturunkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2013-2018 yaitu  Mewujudkan Kaltim Sejahtera Yang Merata dan Berkeadilan Berbasis Agroindustri dan Energi Ramah Lingkungan. 
Untuk mencapai visi di atas, misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur  2013 – 2018 adalah sebagai berikut:

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi;

Mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan;

Mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik; dan

Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim. 
Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kalimantan Timur terkait dan selaras dengan agenda pembangunan yang berkelanjutan. Misi mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kaltim yang mandiri dan berdaya saing tinggi dan mewujudkan infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata terkait dan selaras dengan pilar sosial di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Misi mewujudkan daya saing ekonomi yang berkerakyatan berbasis SDA dan energi terbarukan mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di pilar ekonomi. Pilar lingkungan di dalam tujuan pembangunan berkelanjutan didukung oleh misi mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berprespektif perubahan iklim. Misi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di pilar hukum dan tata kelola.

1.2. Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs
TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya.

TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak azasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "No One Left Behind" atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs,

Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas.

Setiap platform ini memiliki peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan dan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan, memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara, fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan monitoring TPB/SDGs. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam monitoring dan evaluasi. Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Peran serta para pakar dan akademisi berpijak pada fungsi utama pendidikan dan berdasar pada Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu mendidik, melakukan riset, dan pengabdian masyarakat.

 TPB/SDGs tidak hanya mencakup Tujuan dan Target, namun juga Cara Pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan. Disamping itu, sumber pembiayaan TPB/SDGs tidak hanya bertumpu pada anggaran pemerintah, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Kalimantan Timur mengikuti semangat nasional yang menjadikan SDGs sebagai suatu “gerakan bersama” dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD SDGs ini juga telah melibatkan sejauh mungkin seluruh platform yang tercermin pada proses penyusunan dan dokumen Matriks Rencana Aksi baik yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah maupun Non-Pemerintah
1.3. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Komitmen pelaksanaan SDGs di Indonesia diwujudkan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai wujud implementasi di daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen melaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 43 tanggal 17 September 2018  tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017–2018.  Dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut telah disusun tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari tim pengarah, tim pelaksana dan kelompok kerja. Tim Pengarah diketuai oleh Gubernur, Tim Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Pokja dibagi berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang diketuai oleh Kepala Bidang dan Sekretaris lingkup Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai perwujudan pelaksanaan prinsip inklusif SDGs, Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, filantropi, akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan media. Sedangkan untuk membantu tugas dan fungsi Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur, dibentuk Sekretariat SDGs melalui Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

1.4. Pembiayaan SDGs 
Sebagai daerah yang berkomitmen kuat menjalankan SDGs, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berupaya mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs, baik yang bersifat konvensional maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (innovative financing). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari :

1.4.1. Optimalisasi Penerimaan Daerah. 

Penerimaan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, pendapatan bukan pajak, transfer pemerintah pusat (DBH pajak dan bukan pajak), dan lainnya akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu, bahkan menjadi salah satu indikator SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan SDGs (means of implementation). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan di Provinsi Kalimantan Timur.
1.4.2. Sumber Pembiayaan Non-Pemerintah 

Kedermawanan masyarakat Indonesia sangatlah tinggi, bahkan survei Gallup (2016) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat kedua paling dermawan di dunia setelah Myanmar. Kegiatan filantropi di Indonesia menunjukan perkembangan yang ditunjukan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis keagamaan dan keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah, Perpuluhan, Kolekte dan Dana Punia, mempunyai potensi yang sangat besar. Dari Zakat saja diperkirakan potensinya sekitar Rp 213 triliun/tahun namun baru tergalang kurang dari 2 persen, belum bila ditambahkan yang lainnya. 

Kedermawanan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, diperkirakan tahun 2015 sudah mencapai lebih dari Rp. 12 triliun per tahun. CSR ini juga akan makin berkembang dan terarah dengan adanya “ISO 26000 : Guidance Standard on Social Responsibility” yang menjadi standar pedoman bersifat sukarela mengenai tanggung tanggung jawab sosial institusi, serta terkait dengan SDGs. 

1.4.3. 
Sumber Pembiayaan Lainnya yang Sah  

Pembiayaan inovatif kini juga dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal (mis: Kehati Index) dan pasar uang (green bond), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme debt swap to SDGs, mekanisme impact investing, crowd financing, serta pembiayaan inovatif melalui blended finance (Pemerintah, Swasta, Filantropi). 

Salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh pemerintah pusat dan daerah adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian 9 Tujuan TPB/SDGs. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan Energi Baru Terbarukan serta konservasi energi mendukung pencapaian Tujuan 7. 

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 
Sesuai dengan amanat Perpres No. 59 Tahun 2017 Tanggal 04 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bahwa selambat-lambatnya dalam waktu dua belas bulan sejak disahkannya Perpres tersebut, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi harus ditetapkan.

Tahapan penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur  yang melibatkan seluruh aktor pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur dilakukan melalui proses sebagai berikut:

1.5.1. Pembentukan kelembagaan

Provinsi Kalimantan Timur akan membentuk kelembagaan pelaksana SDGs dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan di tingkat provinsi melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024. 

Pembentukan kelembagaan pelaksanaan SDGs dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang diawali melalui upaya membangun pemahaman dan kesadaran para pemangku kepentingan pembangunan terhadap pentingnya keterlibatan dan kontribusi seluruh aktor untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan di dalam kerangka hasil SDGs. Adapun detail proses pembentukan kelembagaan pelaksana SDGs Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

 
Penyusunan konsep kelembagaan pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur
Format kelembagaan SDGs di Provinsi Kalimantan Timur dibangun dalam bentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan SDGs yang dipimpin oleh Kepala Daerah, yang di dalamnya terdiri beberapa Kelompok Kerja berbasis isu pembangunan yang beranggotakan semua unsur termasuk unsur non-pemerintah. Adapun struktur organisasi tim koordinasi pelaksanaan SDGs tersebut terdiri dari:

Tim Pengarah yang diketuai oleh Gubernur Riau;

Tim Pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Bappeda Riau; dan

Kelompok Kerja yang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan pilar pembangunan SDGs yang terdiri dari:

kelompok kerja pilar pembangunan social,

kelompok kerja pilar pembangunan ekonomi,

kelompok kerja pilar pembangunan lingkungan, dan

kelompok kerja pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

Tim Koordinasi SDGs Provinsi Kalimantan Timur bertugas untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara program non-pemerintah dengan program-program pembangunan pemerintah, menyusun rencana aksi SDGs secara bersama-sama, melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dan memberikan supervisi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah SDGs. Untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tersebut, Tim Koordinasi ini dibantu oleh Sekretariat SDGs di Tingkat Provinsi yang berkedudukan di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dan dibentuk melalui keputusan Kepala Bappeda.

 
Penyusunan Draft Keputusan Gubernur dan Pengesahannya.

Berdasarkan dokumen konsep kelembagaan, maka Bappeda Kalimantan Timur menyusun draft Keputusan Gubernur tentang tim koordinasi pelaksanaan SDGs Provinsi Kalimantan Timur.  maka pertimbangan hukum yang dijadikan landasan penyusunan keputusan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. Peraturan tersebut ini dianggap paling relevan dengan pertimbangan bahwa esensi dari pelaksanaan SDGs adalah pengintegrasian kerangka hasil dan prinsip SDGs kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan implemetasinya.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs 
Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur terdiri atas lima bagian, sebagai berikut: 

Bab pertama tentang pendahuluan menjelaskan mengenai keselarasan TPB/SDGs dengan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, bagaimana SDGS menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs. Bab ini menjabarkan pula platform partisipatif dalam pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas bab pertama.

Bab kedua menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Indonesia untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolak ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2018. 

Bab ketiga merupakan bab yang menunjukkan target dan arah kebijakan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terdapat pada RPJMD 2013-2018 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini, maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang di dalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program nonpemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAN ini. 

Bab keempat menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD TPB/SDGs 2017-2018. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan nonpemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No. 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak nonpemerintah dilakukan berdasarkan self-assessment. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Timur. 

Bab kelima merupakan penutup dari Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs. 
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